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KABUPATEN POSO 

PROVINSI SULAWESI TENGAH 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO 
NOMOR 1 TAHUN 2014 

 

TENTANG 
 

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI POSO, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Visi Misi Pemerintah 
Daerah dan untuk efektifitas pelaksanaan tugas 
pengkoordinasian, dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan, serta sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan 

penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

  b. bahwa Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat sebagai unsur staf dan unsur 
pelayanan memiliki peran yang sangat strategis dalam 

mendukung pelaksanaan tugas, mengelolah berbagai 
kepentingan dalam rangka kesejahteraan masyarakat; 

  c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah, pembentukan Organisasi Perangkat 

Daerah diatur dengan Peraturan Daerah; 
  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor  29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4844); 

 



2 
 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4741); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 

Perangkat Daerah; 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO 
dan 

BUPATI POSO 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA 

KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Poso. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Poso. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai 
unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Poso. 
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten 

Poso. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Poso. 

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya 
disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso. 

8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya 
disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso. 

9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Poso. 
 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

 

Pasal 2 
 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata 
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 

 
 
 

 
 



3 
 

BAB III 
SEKRETARIAT DAERAH 

 
Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

 
Pasal 3 

 
(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin 

oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati. 
(2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati 

dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan 

sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, 
lembaga lain bagian dari perangkat daerah, kecamatan 

dan kelurahan. 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan kebijakan pemerintahan dalam daerah; 
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, 

dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, 

kecamatan, kelurahan dan desa; 
c. pemantauan  dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

Pemerintahan Daerah; 
d. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan 

Daerah; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
Bagian Kedua 

Struktur Organisasi 

 
Pasal 4 

 

(1) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas : 
a. Sekretaris Daerah; 

b. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat, membawahi : 
1. Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahi : 

a) Sub Bagian Pemerintahan Umum; 
b) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan 

c) Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan 
Kelurahan. 

2. Bagian Pemerintahan Desa, membawahi : 

a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa; 
b) Sub Sarana dan Prasarana Desa; dan 
c) Sub Bagian Pengelolaan Keuangan Desa. 

3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan 
Kemasyarakatan, membawahi : 

a) Sub Bagian Kesejahteraan; 
  b) Sub Bagian Kemasyarakatan; dan 
  c) Sub Bagian Administrasi Keagamaan. 

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi : 
1. Bagian Administrasi Perekonomian dan 

Pembangunan membawahi : 
a) Sub Bagian Administrasi Perekonomian; 
b) Sub Bagian Program; dan 

c) Sub Bagian Administrasi Pembangunan. 
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2. Bagian Pertanahan, membawahi : 
a) Sub Bagian Penyelesaian Konflik Tanah; 

b) Sub Bagian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan 
Umum; dan 

c) Sub Bagian Iventarisasi, Evaluasi Data 

Pertanahan. 
3. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi : 

a) Sub Bagian Pemberitaan, Publikasi dan 
Dokumentasi; 

b) Sub Bagian Protokoler; dan 

c) Sub Bagian Sandi dan Pengelolah Data 
Elektronik. 

d. Asisten Administrasi Umum, membawahi : 

1. Bagian Hukum, membawahi : 
a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan; 

b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan 
c) Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan 

Penyuluhan Hukum. 

2. Bagian Umum, membawahi : 
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan 

c) Sub Bagian Keuangan dan Aset. 
3. Bagian Organisasi, membawahi : 

a) Sub Bagian Kelembagaan; 
b) Sub Bagian Tata Laksana dan Standar 

Kompetensi; dan 

c) Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan. 
(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris 
Daerah. 

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang 
bersangkutan. 

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bagian yang bersangkutan. 

 

Bagian Ketiga 
Staf Ahli 

 
Pasal 5 

 

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh 
staf ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil, yang diangkat 
dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati. 
(3) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan 

mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan 

bidang tugasnya. 
(4) Dalam melaksanakan tugas Staf Ahli secara administratif 

dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 
(5) Jumlah Staf Ahli terdiri dari : 

a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik; 

b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan; 
c. Staf Ahli Bidang Pembangunan; 
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d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya 
Manusia; dan 

e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. 
 

Pasal 6 

 
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

BAB IV 
SEKRETARIAT DPRD 

 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

 
Pasal 7 

 

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap 
DRPD. 

(2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan 

administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, 
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan 

menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang 
diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan 
keuangan daerah. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi : 

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 
c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan 

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang 
diperlukan oleh DPRD. 

(4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD 

yang berkedudukan secara teknis operasional berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD 

dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

 

Bagian Kedua 
Struktur Organisasi 

 
Pasal 8 

 

(1) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari : 
a. Sekretaris DPRD; 
b. Bagian Umum, membawahi : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat; dan 

3. Sub Bagian Perlengkapan Rumah Tangga. 
c. Bagian Persidangan dan Hukum, membawahi : 

1. Sub Bagian Rapat dan Risalah; 

2. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan; dan 
3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi. 

d. Bagian Keuangan, membawahi : 
1. Sub Bagian Anggaran; 
2. Sub Bagian Penatausahaan dan Keuangan; dan 

3. Sub Bagian Pembukuan dan Pertanggung jawaban. 
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(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. 
(3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Bagian yang bersangkutan. 

(4) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

BAB V 
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 

 
Pasal 9 

 
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi 

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi 
Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
BAB VI 

ESELONISASI JABATAN 
 

Pasal 10 
 

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II.a. 
(2) Sekretaris DPRD, Asisten dan Staf Ahli Bupati merupakan 

jabatan struktural eselon II.b. 
(3) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.a. 
(4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a. 

 
BAB VII 

TATA KERJA 
 

Pasal 11 
 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kabupaten, Asisten, 
Staf Ahli, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan 
Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai 
dengan tugasnya masing-masing.   

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPRD, Kepala 
Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan 
horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten 
maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-
masing.    

 
BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 12 
 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan 
beserta pejabat yang ada dilingkungan Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan 
dilantik kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini. 
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BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal  13 
 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 2), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 14 
 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, masih berlaku sepanjang tidak 

bertentangan atau belum dibentuk yang baru menurut 
Peraturan Daerah ini.  

 

Pasal 15 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso. 

 

Ditetapkan di Poso 
pada tanggal 29 April 2014            

 
BUPATI POSO, 

 

ttd 
 

PIET INKIRIWANG 

 
Diundangkan di Poso 

pada tanggal  2 Mei 2014  
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO 

 
 
 

SINSIGUS SONGGO 
 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2014 NOMOR  1 
 

 
 

 
 
 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI 
SULAWESI TENGAH : (03/2014) 
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PENJELASAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO 

NOMOR 1 TAHUN 2014 
 

TENTANG 

 
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN 

SEKRETARIAT  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
 
 

I. UMUM 
 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 

Daerah, bahwa reformasi birokrasi di bidang organisasi perangkat daerah 
diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien dan efektif, rasional 
dan profesional sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah serta 

adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi serta komunikasi 
kelembagaan antara Pusat dan Daerah. 

Dalam upaya pemberdayaan organisasi perangkat daerah dengan 

mengutamakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, maka dilakukan 
penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat Perwakilan Daerah. Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 bahwa, Perubahan besaran Organisasi 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dapat dilakukan 

perubahan besaran organisasi perangkat daerah, meliputi perubahan 
jumlah unit kerja dan jumlah susunan organisasi perangkat daerah dapat 

dilakukan berdasarkan analisis beban kerja sesuai dengan analisis jabatan.  
Evaluasi kelembagaan organisasi perangkat daerah, juga 

diamanatkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  81 Tahun 

2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, dimana 
mengagendakan Penataan dan Penguatan Organisasi Pemerintah sebagai 
salah satu Program untuk  Tingkat Mikro. Dengan target yang ingin dicapai 

melalui program ini adalah untuk menurunkannya tumpang tindih tugas 
pokok dan fungsi antar organisasi perangkat daerah dan meningkatnya 

kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
organisasi perangkat daerah. 

Di Kabupaten Poso penataan dan penguatan fungsi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah ini, sehingga terjadi perubahan susunan organisasi yang 
disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan prediksi permasalahan yang 

dihadapi Pemerintah Daerah serta dengan mempertimbangkan kondisi dan 
potensi daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan Sumber 
Daya Aparatur. Oleh karena itu perubahan struktur organisasi perangkat 

daerah Kabupaten Poso yang dibentuk, diharapkan mampu mengatasi 
permasalahan yang ada sesuai dengan dinamika perkembangan kebutuhan 
masyarakat Kabupaten Poso. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

 
 Pasal 1 
  Cukup jelas. 

 
 Pasal 2 

  Cukup jelas. 
 
 Pasal 3 

  Cukup jelas. 
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 Pasal 4 

  Cukup jelas. 
 
 Pasal 5 

  Cukup jelas. 
 

 Pasal 6 
  Cukup jelas. 
 

 Pasal 7 
  Cukup jelas. 
 

 Pasal 8 
  Cukup jelas. 

 
 Pasal 9 
  Cukup jelas. 

 
 Pasal 10 
  Cukup jelas. 

 
 Pasal 11 

  Cukup jelas. 
 
 Pasal 12 

  Cukup jelas. 
 

 Pasal 13 
  Cukup jelas. 
 

 Pasal 14 
  Cukup jelas. 
 

 Pasal 15 
  Cukup jelas. 

 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 3311 

 
 

 
 


